FORMULIR BOS-06

Perjanjian Kerja sama
[Ditandatangani olel
Hepaln Raudhatul Athfal dan PPK)

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN
MADRASAH
DENGAN
KEPALA RAUDHATUL ATHFAL ULUL ALBAB
TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
RAUDHATUL ATHFAL TRIWULAN Il DAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: B-3478/Dt.L.I1/Ks.01.07 /09 /2025
NOMOR: B.14.010/RA-ULBA/09/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu dua
puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nyayu Khodijah : Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Direktorat
Jenderal Pendidikan [Islam Kementerian
Apama Republik Indonesia,  yang
berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng

Barat 3-4 Jakarta sl:l.an]um;ra d:aebut
PIHAK HESATU.

2. Siti Maisaroh : Kepala Raudhatul Athfal Ulul Albab, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama RA
Ulul Albab, yang berkedudukan di Jember,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disehiit PARA PIHAK, dan

masing-masing disebut PFIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa
berdasarkan: .

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang K-:unngﬂn '
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 . Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nuiun.ai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamhahnn.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ﬂey.m

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Humu.r 5, Tlmha.hﬂn kWi

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan B,'I:H-I Uml-nug ;
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; :
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pﬂﬂd‘lﬂi’mn, b
Peraturan Pemerintah Nomor. 57 tahun 2021 tentang Standar H:ﬂnml

Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomer 87); ©

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pernbahsin Atas: 2
Peraturan Presiden Nomor 16 T&hun QJI'.'IE‘.B tentang 'Penguhﬂn BBHIWJM S

Pemerintah; i,
Peraturan Menteri K:unngﬂi‘t Hnmnr wwmuagémn tmungm t:am
Pembayaran Dalam Rangka Pulakuanaan angg.nrm Pmdaputan &m Behn,in




Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksannan  Anggaran  Bantuan  Pemerintah  pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemnerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

10.Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agama;

11.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1115);

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2025,

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU menyalurkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal (selanjutnya disingkat "Bantuan Operasional”) kepada PIHAK
KEDUA yang bertujuan wuntuk membantu pembiayaan operasional
penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu
pembelajaran siswa dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga
kependidikan;

2. Dokumen-dokumen berikut merupakan safu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini: ! .
a, Adendum Perjanjian Kerja Sama; dan ; o
b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Raudhatul Athfal (RKARA);

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Fe:ja_njmnmi d:ugan" e

ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan. hukum pelaksanaan =
kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional yang bersumber dari DIPA 51200
Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (426302) Tahun Anggaran 2025 -
dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. e SRR T Sl ]

-
»
rd

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengnturpelnkamm Pgn]rajurm
dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional dilakukan. secara lebili efektif,
efisien dan akuntabel. LR C TR PR R S D PSR

Pasal 2 " .
NILAI BANTUAN
Jumlah Bantuan Operasional ymlgd]saluﬂmnﬁlch

PIHAK KEDUA untuk TRIWULAN 3 dan'4 senil
tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). %L
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ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah - - - S5




Pasal 3
FEMEEBANAN DANA

Dana Bantuan Operasional ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Ditjen
FPendidikan Islam (426302) Tahun Anggaran 2025,

Pasal 4
TATA CARA PENYALURAN

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional ini dilakukan melalui pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN IV Jakarta oleh PIHAK KESATU untuk
selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). PIHAK KESATU
membuat Surat Perintah Penyaluran Bantuan (SPPB) yang ditujukan kepada
Bank Penyalur untuk selanjutnya ditransfer kepada Rekening PIHAK KEDUA
Nomor Rekening 143-00-2816904-1 Atas Nama RA Ulul Albab

(2) Ketentuan tentang Penyaluran Dana Bantuan melalui Bank Penyalur
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah antara Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bank Penyalur,

(3) Pencairan pembayaran dilakukan dalam dua tahap sctelah PIHAK KEDUA
mengajukan syarat-syarat pencairan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
a. Laporan Pertanggungjawaban [LPJ);

b. Surat Permohonan Pencairan Dana BOS;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM):

d. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani PPK dan Kepala
Madrasah;

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) [khusus pcncah'anTalmp Nt

Kedua); dan
f. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Pagal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring dan  evaluasi
dana Bantuan Operasional yang dilaksanakan oleh PIHM{KE:DU&

b. PIHAK KESATU berhak meminta laporan s:cara pmg&ﬂ; mgnsm

penggunaan Bantuan Operasional yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

c. PIHAK KESATU bekerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemnintsh A
(Inspektorat Jenderal) dan Aparat Penegak Hulum' ;npabi]ﬂ dlpl:rluknn]' %
berhak mendapat laporan dan meminta l:etem.ngnn PIHAK KEDUA ‘Pﬁﬁﬁa N

terjadi kehilangan Dana Bantuan Opuraai.unal Jrang d:alubatk.nn uInh e

kelalaian /kecerobohan PIHAK KEIDUA.

d. PIHAK KESATU berhak mmunda tianj'atau mmghenﬁkan pen;-,rnhum aan;' it
pemberian dana Bantuan. :Operasional kepada PIHAK KEDU& apﬁbi.ﬁu.'." %
Yayaaan;‘Pcn]renggm dan FIHﬁK ~KEDUA s:dan mengalami -
sengketa/ }mnﬂ;kj'mnsalah hukmnmg bcium mcnlp!mym,kclmm hukum_

tetap;

e. PIHAK KESATU r.lunga;n mm—hmwm d.at.n. g
ketersediaan anggaran berhak melakukan penambahan atau  penguranga
atas jumlah bantuan operasional yang diterima PIHAK KEDUA scbagaiman
dimaksud dalamPaaaiE HEMMMHMFWM;_:: e




PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana Bantuan Operasional
kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi kriteria dan syarat-syarat penyaluran

dana Bantuan Operasional.

L.

{2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dana Bantuan Operasional

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 setelah kriteria dan persyaratan
penyaluran dana Bantuan Operasional dinyatakan lengkap oleh PIHAK

KESATU;

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dana Bantuan Operasional sesuai
dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan

oleh PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA berkewsjiban melaporkan penggunaan dana Bantuan
Operasional secara periodik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Petunjuk

Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK
KESATU;
d. PIHAK KEDUA berkekewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana
Bantuan Opersiaonal yang tidak digunakan sampai dengan minggu ketiga
tahun Anggaran Berjalan paling lambat akhir meinggu kesatu pada bulan
Januar Tahun Anggaran berikutnya;
PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU dan aparat pengawas lainnya; dan

f. PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti/mengembalikan dan menyetorkan
uang penggantian dana Bantuan Operasional yang hilang akibat
kelalaian /kecerobohan PIHAK KEDUA (dicuri/dirampok) ke kas negara sesuai

dengan Peraturan yang ditetapkan.

Pasal 6
PEENYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani Perjanjian ini, FIHAK KEDUA mm:.ra.takm l-::ea-nnggup&n

untuk:

1. menggunakan dana Bantuan Operasional muai dcngan Petumuk T:lmia
Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK I{ES.&TU, 1Raf S

2. menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional yang tldak
digunakan sampai dengan minggu ketiga bulan. Desember - tﬂhun &ngganm
berjalan paling lambat akhir minggu kesatu pada hu[aan:nua.ﬂ tahun H.nmm

berikutnya.

unsur tindak pidana.

A



Fasal 8
LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudlatul Athfal paling sedikit secara berkala per Semester kepada
PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan melalui
aplikasi yang ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah.

Fasal 9
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

1. PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban membuat dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran berjalan kepada
PIHAK KESATU paling lambat 9 Januari tahun Anggaran berilutnya;

2. PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran berjalan kepada PIHAK
KESATU melalui aplikasi yang ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.
(2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waltu
Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
a. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan -
b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa

Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sehagmmana diatur <

pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini. :
(3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagahna.tm el
dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada PTHAK 1Hmn1m da]a.m w&l-rtu3 ; Fiesy
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pgngnkhirm yang ﬂ-‘ikﬁ]]:ndaki i

b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab maamg.maging ; '3.': i
pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan mﬂp Bkl T

lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; dan:

¢. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampinglan kgtmmm P&snl.
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga. pmgamn'an Burat'_-

Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Peuanjiap inI' }'
secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari! -masing- .
masing pihak dan tidak memerlukan penctapan atau’ putua.an Pungadjhu :

Pasal 11 e

PENYELESAIAN PERSEEJSH'HH

(1} Para Pihak berkewajiban untuk berup&y‘a. nrungguh-aungguh tncnyclea.aﬂmn_
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau hﬂ'h'uhl.mgnn ngan.
Surat perjanjian ini atau interpretasinya’ selama atn' aettlu.lir- selaksanaan |
pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dila Al musyawarah.
secara langsung antara PARA PIHAK atau mﬂa]u:pl:rqnt& ?
disepakati oleh Para Pihak dalam hcni::lli “miedinsi

(2) Apabila penyelesaian perselisihan _ﬂdﬂk dapat" dilakukan. oleh P

1 "'f'-\'h-'




secarn musyawarnh, PARA PIHAK menetapkon Pengndilan Negerl Jakarta Posat
aebagai tempat penyelesninn perselisihan,

Pisal 12
PENUTUR

(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujul untuk melaksanakan perjanjian ini
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.,

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 {dus) asli bermaterai
cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA,

(3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

UNTUK DAN ATAS NAMA UNTUK DAN ATAS NAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN RA ULUL ALBAB
ISLAM

KEPALA RAUDLATUL ATHFAL,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, AN

NYAYU KHODLJAH
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIRERTURAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN
MADRASAH
DENGAN
KEPALA RAUDHATUL ATHFAL ULUL ALBAR
TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
RAUDHATUL ATHFAL TRIWULAN 11 DAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: B-3478/DeLI/Ks.01.07 /092025
NOMOR: B.14.010/RA-ULBA /09 / 2025

Pada han ini Jumat tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu dua
puluh hima. yang bertanda tangan di bawah ini;

1. Nyvayu Khodijah : Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas pama Direktorat
Jenderal  Pendidikan  Ialam  Kementerian
Agama Republik Indonesia, yang
berkedudukan di Julan Lapangan Banteng
Barat  3-4  Jakarta s:lnnjumyu disebut
PIHAK KESATU.

2 Siti Maisaroh : Kepala Raudhatul Athfal Ulal Mhlb, dn.hm :
hal ini bertindak untuk dan atas n-ms. RA
Ulul Albab, yang berkedudukan di dember,'.
selanjutnya disehm rmmun. S T

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA HHA.K d.ln A
masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan ttrlrbih d!h'l.ﬂu blhwl o
berdasarkan: : b

1.

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun' 2021 ‘tenténg ﬁun;!u: H

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentnng Htuln:l;n A
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Hﬂm 4? LR T
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmur 4286); i
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Fmd}ilikan Hlainmil T ARE
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Humur 78, Tmhahln:'_':." ;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); L e
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 -tentang Pu‘hend.qm H’-'m
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Hm 5 T.mbm
Lembaran Negara Republik Indonesia Numriaﬁs;* T
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 téntang Hnmahmm;l}mf i
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; <~ = = ' -';'_' 5
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 'l"utﬁmg Fﬂ-u &t '
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun ﬂ“ﬂﬂﬁﬂn&ug -Pendidil

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Mﬁnﬂﬂﬂi amor
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tuhunmr
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahu:.'l. HOJE
Pemerintah; ; : GRS
Peraturan Menteri Keuangan Hmnur 19&}?3’1@052?211 tentarg
Pembayaran Dalam Rangka Pclnkamlin Anggaran Pendapatan




Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMEK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Beriia
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

9, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemenntiah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentert
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekamisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga,

10.Peraturan Menteri Apama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Agama;
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1115);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2025,

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU menvalurkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Raudhatul Athfal (selanjutnya disingkat "Bantuan Operasional”) kepada PIHAK
KEDUA vyang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional
penvelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu
pembelajaran siswa dan peningkatan kompetensi guru  dan  tenaga
kependidikan;

2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian _rn.ng tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini:

a. Adendum Perjanjian Kerja Sama; dan
b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Raudharul Athfal (RKARA);

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Fhijmjr.nn ini dengan
ketentuan dan syarat-syarat vang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah :

ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

{1) Penanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hu.'lnm'l pel-a.knanam
kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional vang hmmuher dui DIFA
Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (426302) Tnhun ﬁnggnrnn 2[}25

dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. ; -

{2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pcla.'luanm Pm]ra.tum
dan Pemanfaatan Dana Bantuan Dptrasmnﬂ! d:lnkukm: umrn lebih efektﬂ
efisien dan akuntabel, ) f i

psai2 e
NILAI BMTU&H e e
Jumlah Bantuan Operasional yang d.malu.rk:n dﬂt E‘fﬂhﬂ .Km hﬁpﬂn

PIHAK KEDUA untuk TRIWULAN 3 daw#-seni!m Rp Eﬂrﬂﬂnw ﬂim& Fﬁﬂv
tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).




Pasnl 3
PEMBEBANAN DANA

Duana Bantuan  Operasional ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Ditjen
Pendidilnn Islam (426302) Tahun Anggaran 2025,

Prasal 4
TATA CARA PENYALURAN

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional ini dilakukan melalui pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN IV Jakarta oleh PIHAK KESATU untuk
selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). PIHAK KESATU
membuat Surat Perintah Penyaluran Bantuan (SPPB) yang ditujukan kepada
Bank Penyalur untuk selanjutnya ditransfer kepada Rekening PIHAK KEDUA
Nomor Rekening 143-00-2816904-1 Atas Nama RA Ulul Albab

(2) Ketentuan  tentang Penyaluran Dann Bantuan melalui Bank Penyalur
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah antara Pejabat Pembuat
Komitmen dan Bank Penyalur.

(3) Pencairan pembayaran dilakukan dalam dua tahap setelah PIHAK KEDUA
mengajukan syarat-syarat pencairan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);

b. Surat Permohonan Pencairan Dana BOS:

c. Surat Pernyataan Tangpung Jawab Mutlak (SPTJM);

d. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah d1tandata.ngam PPK d&n Kepala
Madrasah;

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) [khuaua p:nca:rﬂn Tahap
Kedua); dan [t

f. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). i :

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai hcrikut:

a. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring dan :valua.m pengguna.an
dana Bantuan Operasional yang dilaksanakan oleh PIHAK R.EDUA, ;

b. PIHAK KESATU berhak meminta laporan secara penodik mnggrm
penggunaan Bantuan Operasional yang dilakukan nleh FIIU'J{ KEDUA'

c. PIHAK KESATU bekerjasama dengan Aparat Pengawaa lntemal Puncnntah
(Inspektorat Jenderal) dan Aparat Penegak Huloum. {npnh"ﬁa diperlukan}
berhak mendapat laporan dan meminta keterangan PIHAK ICE:D‘UA apah:l,a
terjadi kehilangan Dana Bantuan Opcmmnnl yung dlahhaﬂmq_ 'ﬂ-leh
kelalaian /kecerobohan PIHAK KEDUA?

d. FIHAK KESATU berhak menunda dm,ﬂ'atnu menghmtikun
pemberian dana Bantuan Operasional k'ﬁpada PIHA"
Yayasan fl'—'cnynnggam dari PIH&R

tetap;

e. PIHAK KESATU dengan mempert
ketersediaan anggaran berhak mel;
atas jumlah bantuan operasional y
dimaksud dalam Pasal 2 sesuai des




- o
L AK KESATU berkewajiban menyahurkan dana Bantuen Operasion

* zidamxﬂm'ﬂmhhdip:nubihimﬁadanqmt-symtpmmm
dans Bantuan Operasional.

2 Mmuhmmwn}ﬁhakdnnkmjiban sebagai berikuft: ,

tia. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dana Bantan Operasional

ditetapkan dalam Pasal 2 setelah Kkriteria dan persyaratan

penvaluran dana Bantuan Operasional dinyatakan lengkap oleh PIHAK

KESATL:

b. PIHAK KEDUA berkewapban menggunakan dana Bantuan ﬂpcmim?a] sesuai
dengan Perunjuk Teknis Pengelolaan Bantan Operasional yang ditetapkan
oleh PIHAK KESATU:

c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantu.an

Operasional secara periodik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Perunjuk

Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan olen PIHAK

KESATU;

PIHAK KEDUA berkekewajiban menyeforkan ke Kas Negara sisa dana

Bantuan Opersiaonal yang tidak digunakan sampai dengan minggu ketiga

tahun Anggaran Berjalan paling lambat akhh'mcinggukﬁampadam

Januari Tahun Anggaran berikumya:

e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang
diperfukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU dan aparat pengawas lainnva; dan

f PIHAK KEDUA berkewsajiban mengganti/mengembalikan dan menyetorkan
yang penggantian dana Banman Operasional yang hilang ~akibat .-
kelalaian /kecerobohan PIHAK KEDUA [mmmfmrampukihimamgamm Fiao i
dengan Peraturan yang ditetapkan. A Ll s

PERNYATAAN KESANGGUPAN
Dengan menandatangani Perjanjian ini, PTHAK KEDUA mmvatakan. h,-sa. BE' Jlmn-l i fe P
i. menggunakan dana Bantuan Operasional sesuai dmganmunmkm [k i
Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; RErR

E.n?enycmrkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional yang
w sampai dengan minggu ketiga bulan Desember tﬂhm an
berjalan paling lambat akhir minggu kesaru pada bulan Januari tahun anggaran
berikumyva. s i e

Pasal 7
SANEKSI

T

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan s =y :

WDPW&?[ tcmpf];; dengan sanksi penghentian penya rvaltiran - dan
Hele) rmasuk melaporkan k K b rns Qg gt e

unsur tindak pidana. P i F‘“Em .




Pasal 8
LAPORAN BEREALA PENGGUNAAN DANA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudlatul Athfal paling sedildt secara berkala per Semester kepada

PIHAK KESATU.

2. FIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan melalui
aplikasi yang ditentukan cleh Direktorat KSKK Madrasah.

Pasal 9
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

1. PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban membuat dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban [LPJ) penggunaan dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran berjalan kepada
PIHAK KESATU paling lambat 9 Januari tahun Anggaran berikutnya;

2. PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  (LPJ) penggunaan dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran berjalan kepada PIHAK
KESATU melalui aplikasi vang ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.
(2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu !
Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
a. ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pt-.mf;-.nnmh }rang.
tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini: dan
b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Pcrl.-aﬂwn' S,
Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiba.ﬂ sebagaimana dmtu.r € sl
pada Pasal 6 Surat Perjanjian ind. U 4
(3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Fm‘_]an_]ian ini s:‘hngﬂ:mana-' g
dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut : S O
a. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam wnk'tu:
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikchmdah s
b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung JaWab masmg maaing'; :_' A
pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pﬂlﬂk
lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; dan
c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan P&aal :
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pcngﬂkhiran sumt-
Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat. P:qanjian ind
secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari’ 'rnasfng
masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau puttma_n thmﬂﬂm

Pasal 11 i
PENYELESAIAN FFRSEL{SIHAN

(1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya slmguhs:mggph ‘menyele
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atm bﬂh :
Surat perjanjian ini atau interpretasinya at.lama. sete
pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapai d,llain.ih&h 1a




secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12
PENUTUP

(1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yvang berlalku.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai
cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(3} Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

UNTUK DAN ATAS NAMA

UNTUK DAN ATAS NAMA
RA ULUL ALBAB

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

KEPALA-RAUDLATUL ATHFAL,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
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